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BAB III 
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 
 

 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian 

global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi 

perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Beberapa kondisi 

perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian 

Kabupaten Sampang, antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata 

uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh 

dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu 

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang. 

Setelah lesunya produksi pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi 

global diproyeksikan kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada emerging market dan negara 

berkembang lebih tinggi daripada negara maju. Pada tahun 2018, 

pertumbuhan ekonomi global meningkat 0,2 persen dibandingkan dengan 

proyeksi tahun 2017 (IMF dan World Bank, 2017). Berdasarkan proyeksi IMF 

(2017), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sebesar 3,4 persen pada 

tahun 2017 dan 3,6 persen pada tahun 2018. Perkiraan pertumbuhan 

ekonomi di negara maju sebesar 1,9 persen pada tahun 2017 dan 2,0 persen 

pada tahun 2018. Sedangkan pada emerging market dan negara berkembang 

pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,5 persen dan 4,8 persen pada 

tahun 2017 dan 2018. 

Sedikit berbeda dengan proyeksi IMF, World Bank (2017) 

menyebutkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 dan 2018 

diperkirakan sebesar 2,7 dan 2,9 persen. Pada negara maju, nilai dan 

persentase pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018 diperkirakan tidak 

mengalami perubahan, yakni 1,8 persen. Sedangkan pada emerging market 

dan negara berkembang (emerging market and developing economies/ 
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EMDEs) nilai pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 4,2 persen (tahun 

2017) dan 4,6 persen (tahun 2018). Diantara kelompok emerging market dan 

negara berkembang, pertumbuhan tertinggi terdapat pada wilayah Asia 

Selatan dengan proyeksi pertumbuhan 7,1 persen dan 7,3 persen pada tahun 

2017 dan 2018. Kemudian diikuti oleh negara-negara pada wilayah Asia 

Timur dan Pasifik sebesar 6,2 persen dan 6,1 persen pada tahun 2017 dan 

2018. 

Dalam penguatan proyeksi ekonomi tahun 2018, terdapat beberapa 

hambatan, antara lain: 

1. Pertumbuhan investasi dan perdagangan yang melambat. 

Pertumbuhan investasi yang melambat terjadi pada negara 

berkembang (EMDEs). Penurunan investasi dan akumulasi modal 

pada negara tersebut dapat menurunkan pertumbuhan output secara 

substansial. Penurunan output secara agregat dapat berdampak pada 

perlambatan aktivitas perdagangan (ekspor). Melalui kondisi tersebut, 

maka kebijakan yang perlu untuk diimplementasikan adalah 

perluasan atau peningkatan aktivitas ekonomi, mengakomodasi 

cepatnya urbanisasi, dan mencapai tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

2. Ketidakpastian kebijakan di negara maju dan pada beberapa emerging 

market dan negara berkembang, termasuk US dan Eropa.  

Ketidakpastian kebijakan di US mencakup ketidakpastian mengenai 

kebijakan fiskal, perdagangan maupun kebijakan luar negeri. Adanya 

ketidakpastian politik termasuk mengenai pemilihan umum (election), 

cenderung meningkatkan premi risiko, menekan investasi, dan 

mengurangi insentif untuk masuk pasar dan meningkatkan mutu 

teknologi (Baker, Bloom, and Davis 2013; Kelly, Pastor, and Veronesi 

2014; Handley 2014; Handley and Limao 2015 dalam World Bank, 

2017).  

Lebih lanjut, World Bank juga menambahkan bahwa goncangan pada 

ketidakpastian kebijakan ekonomi di US dapat mengurangi nilai GDP 

dan pertumbuhan investasi selama 2 tahun berturut-turut. 
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Peningkatan volatilitas pada pasar saham akan mengurangi 

persentase GDP dan pertumbuhan investasi emerging market dan 

negara berkembang (EMDEs) pada satu tahun berikutnya.  

Pengaruh ketidakpastian kebijakan pada negara-negara di Eropa juga 

patut diwaspadai. Pasalnya, sebuah goncangan kebijakan ekonomi di 

Eropa juga menyebabkan turunnya pertumbuhan investasi dalam 

setahun pada negara berkembang yang merupakan patner dekat 

dalam perdagangan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan, mengingat 

ketidakpastian ini juga akan berdampak terhadap EMDEs, salah 

satunya berupa berubahnya perilaku rumah tangga, yang cenderung 

untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan untuk 

berjaga-jaga.  

Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian, maka negara maju akan 

meningkatkan proteksionisme, ketika negara EMDEs menggunakan 

hambatan berupa tarif impor dan pajak ekspor. Bentuk proteksi 

perdagangan yang dilakukan misalnya anti dumping, dan hambatan/ 

perlindungan lainnya. Dengan demikian, salah satu hal yang penting 

untuk dilakukan adalah menjaga kepercayaan negara patner 

perdagangan.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka proyeksi ekonomi dunia, negara 

maju,emerging market dan negara berkembang adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3. 1 
Pertumbuhan GDP Riil Dunia, Negara Maju, Emerging Market dan 

Negara Berkembang (EMDEs), Asia Timur dan Pasifik, serta Indonesia 

 

Sumber: World Bank, 2017 
Ket: 2015 merupakan nilai riil; 2016 merupakan estimasi; 2017 dan 2018 merupakan 
proyeksi 

 

Perkembangan GDP emerging market dan negara berkembang 

diproyeksikan meningkat pada tahun 2018, seiring dengan peningkatan 

pertumbuhan GDP dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

termasuk dalam emerging market dan negara berkembang, khususnya dalam 

kelompok Asia Timur dan Pasifik. Berbeda dengan kondisi dan 

perkembangan emerging market dan negara berkembang secara 

keseluruhan, negara yang termasuk dalam kelompok Asia Timur dan Pasifik 

justru diproyeksikan mengalami penurunan. Hal tersebut salah satunya 

disebabkan oleh menurunnya GDP China, seiring dengan penurunan 

investasi di sektor privat. 

Posisi Indonesia berkebalikan dengan kelompok Asia Timur dan 

Pasifik, dimana pertumbuhannya justru dproyeksikan meningkat. 

Peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank 

dipicu oleh peningkatan investasi swasta yang diperkirakan akan terus 

meningkat. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan GDP Indonesia tahun 

2017 dan 2018 cukup stabil, sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya (yoy). 

Rincian perkembangan GDP dunia, negara maju, negara berkembang dan 
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beberapa negara lainnya serta volume perdagangan dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3. 1 
Persentase Perkembangan GDP (yoy) dan Volume Perdagangan 

Tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Riil GDP Estimasi Proyeksi 
World  2.7 2.7 2.3 2.7 2.9 2.9 
Advanced economies 1.9 2.1 1.6 1.8 1.8 1.7 
United States 2.4 2.6 1.6 2.2 2.1 1.9 
Euro Area 1.2 2.0 1.6 1.5 1.4 1.4 
Japan 0.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.4 
Emerging and developing 
economies (EMDEs) 

4.3 3.5 3.4 4.2 4.6 4.7 

Commodity exporting EMDEs  2.1 0.4 0.3 2.3 3.0 3.1 
Other EMDEs  6.0 6.0 5.6 5.6 5.7 5.8 
Other EMDEs excluding China  4.5 5.0 4.3 4.6 5.0 5.1 
East Asia and Pacific 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 6.1 
China 7.3 6.9 6.7 6.5 6.3 6.3 
Indonesia 5.0 4.8 5.1 5.3 5.5 5.5 
Thailand 0.8 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 
Europe and Central Asia 2.3 0.5 1.2 2.4 2.8 2.9 
Russia 0.7 -3.7 -0.6 1.5 1.7 1.8 
Turkey 5.2 6.1 2.5 3.0 3.5 3.7 
Poland  3.3 3.9 2.5 3.1 3.3 3.4 
Latin America and the Caribbean  0.9 -0.6 -1.4 1.2 2.3 2.6 
Brazil 0.5 -3.8 -3.4 0.5 1.8 2.2 
Mexico  2.3 2.6 2.0 1.8 2.5 2.8 
Argentina -2.6 2.5 -2.3 2.7 3.2 3.2 
Middle East and North Africa  3.3 3.2 2.7 3.1 3.3 3.4 
Saudi Arabia  3.6 3.5 1.0 1.6 2.5 2.6 
Iran, Islamic Rep.  4.3 1.7 4.6 5.2 4.8 4.5 
Egypt, Arab Rep. 2.9 4.4 4.3 4.0 4.7 5.4 
South Asia  6.7 6.8 6.8 7.1 7.3 7.4 
India  7.2 7.6 7.0 7.6 7.8 7.8 
Pakistan  4.0 4.0 4.7 5.2 5.5 5.8 
Bangladesh  6.1 6.6 7.1 6.8 6.5 6.7 
Sub-Saharan Africa 4.7 3.1 1.5 2.9 3.6 3.7 
South Africa 1.6 1.3 0.4 1.1 1.8 1.8 
Nigeria  6.3 2.7 -1.7 1.0 2.5 2.5 
Angola 5.4 3.0 0.4 1.2 0.9 0.9 
Memorandum items:Real GDP       
High-income countries  1.9 2.2 1.6 1.8 1.8 1.7 
Developing countries 4.4 3.6 3.5 4.4 4.8 4.9 
Low-income countries  6.2 4.8 4.7 5.6 6.0 6.1 
BRICS 5.1 3.8 4.3 5.1 5.4 5.5 
World (2010 PPP weights) 3.5 3.3 3.0 3.5 3.7 3.7 
World trade volume 3.7 2.8 2.5 3.6 4.0 3.9 
Commodity prices        
Oil price -7.5 -47.3 -15.1 28.2 8.4 4.6 
Non-energy commodity price index -4.6 -15.0 -2.6 1.4 2.2 2.1 

Sumber: World Economic Outlook, 2016 
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Peningkatan investasi mengindikasikan adanya ekspansi aktivitas 

ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Melalui peningkatan investasi (baik pemerintah maupun swasta), 

maka output perekonomian diharapkan dapat meningkat pula. Peningkatan 

output dalam lingkup nasional (agregat), tidak hanya dimanfaatkan dalam 

negeri, tetapi juga dapat diekspor. Dengan demikian, kemungkinan nilai 

pertumbuhan ekonomi nasional juga turut meningkat. Sasaran dan asumsi 

makro nasional tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3. 2 
Sasaran dan Asumsi Makro Nasional 2015-2018 

Indikator 
2015 2016 2017 2018 

Realisasi APBN Indikatif Skenario  
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)  4,8 5,3 5,5 – 5,9 5,4 – 6,1 
Inflasi (%, yoy) 3,35 4,00 4,00 + 1 3,5 + 1 
Nilai Tukar (USD/IDR): average 13.795 13.900 13.700 13.600- 13.700 
Suku Bunga SPN 3 Bulanan (%, 
rata-rata) 

5,97 5,5 5,5 5,1 – 6,5 

Harga Minyak/ ICP (USD per 
barel) 

49,2 50 45 55 

Lifting Minyak Bumi (ribu 
barel/hari) 

777,6 830 750 800 

Lifting Gas (BOE/hari) 1.195 1.155 1.150 1.200 
Sumber: Kementrian PPN/Bappenas, 2017 

 

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran dan asumsi makro nasional tahun 

2018 adalah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,4 – 6,1 persen; 

2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 3,5 + 1; 

3. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.700 (USD/IDR); 

4. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulanan diperirakan sebesar 5,1 – 6,5 % ; 

5. Harga minyak diperkirakan pada kisaran 55 USD per barel; 

6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 800 ribu barel per hari; 

7. Lifting Gas diperkirakan 1.200 ribu barel per hari. 

Pada level provinsi, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 menunjukkan 

peningkatan. Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 

2016 sebesar 5,55 persen. Capaian tersebut bergerak naik 0,11 poin dari 

tahun 2015. Meskipun tidak sebesar peningkatan pada level nasional, namun 

demikian pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur merupakan kontributor 
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kedua dalam PDB Nasional setelah DKI Jakarta. Seperti halnya tahun 2015, 

struktur terbesar dalam PDRB Provinsi Jawa Timur adalah sektor industri 

pengolahan (28,92 persen). Selanjutnya, diikuti oleh sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18 persen. Dari 

sisi pertumbuhannya, sektor dengan capaian tertinggi terdapat pada 

pertambangan dan penggalian dengan persentase 14,18 persen dari tahun 

sebelumnya. Kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan 

minum sebesar 8,49 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 
Gambar 3. 2 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2016 

 
            Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 

Dari sisi perkembangan persentase penduduk miskin, Provinsi Jawa 

Timur memiliki kecenderungan yang sama dengan Nasional. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2016. 

Tingkat kemiskinan Jawa Timur tahun 2016 sebesar 11,85 persen, dan pada 

level nasional sebesar 10,70 persen. Penurunan kemiskinan di Jawa Timur 

tidak hanya sebatas persentase, tetapi secara nominal juga demikian. Pada 

tahun 2015, persentase kemiskinan sebesar 4,77 persen, kemudian turun 

menjadi 4,63 persen pada tahun 2016. Perkembangan persentase penduduk 

miskin di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3. 3 
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2016 

 
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Timur, tingkat pengangguran terbuka juga berkurang. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) tahun 2016 sebesar 4,21 persen, dimana sebelumnya sebesar 

4,47 persen (tahun 2015). Penurunan TPT di Jawa Timur juga bersamaan 

dengan turunnya TPT di level nasional, dimana pada tahun 2016 

persentasenya sebesar 5,61 persen. Perkembangan tingkat pengangguran 

terbuka provinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebagai berikut. 

Gambar 3. 4 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional  

Tahun 2012 - 2016 

 

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 
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Indeks gini di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 masih berada 

pada level sedang. Namun demikian, indeks tersebut tergolong lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat nasional ataupun tahun 2014. Pada tahun 

2014, indeks gini Jawa Timur sebesar 0,37. Sedangkan pada tingkat nasional, 

indeks gini cenderung menurun pada level 0,39. Perkembangan indeks gini 

nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 

Gambar 3. 5 
Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 - 2016 

 

            Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 

Berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi, serta mengacu 

pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 dan menyelaraskan dengan 

prioritas pembangunan Nasional, maka target kinerja pembangunan Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018 dalam IKU adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 
Indikator dan Target Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 

No Indikator Target Kinerja 
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2.  Indeks Gini  0,404 – 0,406 

3.  Pemerataan Pendapatan 18,40 – 18,80 

4.  Persentase Penduduk Miskin  11,50 – 11,20 

5.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  69,75 – 70,00 

6.  Indeks Pembangunan Gender (IPG)  92,91 – 93,50 

7.  Tingkat Pengangguran Terbuka  4,08 – 3,99 

8.  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  67 

9.  Indeks Kepuasan Masyarakat  83 

0,36 0,36 

0,37 

0,40 0,40 

0,41 0,41 0,41 

0,40 

0,39 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012 2013 2014 2015 2016

Jatim Nasional



Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan  
Kebijakan Keuangan Daerah  

 

 

RKPD Kabupaten Sampang 2018 III - 10 

 

 

No Indikator Target Kinerja 

10.  Indeks Reformasi Birokrasi  69 

11.  Indeks Kebahagiaan  69,01 – 67,25 

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2017 

Seiring dengan optimisme proyeksi peningkatan pertumbuhan 

nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga diperkirakan akan 

bergerak meningkat pada level 5,61 – 5,96 persen pada tahun 2018. Seiring 

dengan proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan dan IPM juga diperkirakan turut meningkat. Target kinerja 

kedua IKU tersebut masing-masing diproyeksikan 18,40 – 18,80 (Pemerataan 

Pendapatan) dan 69,75 – 70,00 (IPM). Disisi lain, Persentase Penduduk 

Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan turun, masing-

masing pada level 11,50 – 11,20 persen dan 4,08 – 3,99. Sedangkan untuk 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks 

Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kebahagiaan merupakan IKU tambahan, 

yang menyesuaikan dengan regulasi baru, dimana masing-masing indeks 

tersebut ditargetkan mencapai 67; 83; 69; dan 69,01 – 67,25. 

 

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2018 

Proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2018 diperhitungkan 

dengan memperhatikan perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya. 

Indikator makro yang menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten 

Sampang antara lain: pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, perkembangan investasi, dan tingkat 

kemiskinan.  

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang pada tahun 2016 

menunjukkan penurunan, dari 5,13 pada tahun 2015 menjadi 5,01 pada 

tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan adanya berkurangnya 

produktivitas pertanian yang merupakan kontributor utama dalam PDRB 

Kabupaten Sampang. Namun demikian, pada tahun berikutnya pertumbuhan 

ekonomi diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,23 persen tahun 2017 
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dan 5,44 persen tahun 2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut. 

Gambar 3.6.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2018 

 

Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017, *) merupakan target 
 

Dari 17 sektor penunjang PDRB Kabupaten Sampang, penurunan 

pertumbuhan pada tahun 2016 terdapat pada 8 sektor. Sektor-sektor 

tersebut antara lain (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (sebesar 1,97 

persen); (ii) Industri Pengolahan (sebesar 1,87 persen); (iii) Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (sebesar 0,65 persen); (iv) 

Transportasi dan Pergudangan (sebesar 0,43 persen); (v) Jasa Perusahaan 

(sebesar 0,33 persen); (vi) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib (sebesar 1,67 persen); (vii) Jasa Pendidikan (sebesar 

0,01 persen); dan (viii) Jasa lainnya (sebesar 0,48 persen). Dari beberapa 

sektor tersebut, sektor pertanian memiliki nilai penurunan terbesar. 

Kemudian, penurunan terendah terdapat pada sektor jasa pendidikan. 

Sebaliknya peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh sektor Pertambangan dan 

Penggalian sebesar 4,69 persen. Selanjutnya, diikuti oleh sektor Konstruksi 

dengan peningkatan sebesar 3,68 persen. Perkembangan laju pertumbuhan 

PDRB Kabupaten Sampang menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 3. 4 

Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Sampang Tahun 2015– 2016 (dalam %) 

Kategori Uraian 2015 2016 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,94 2,97 

B Pertambangan dan Penggalian  5,76 10,44 

C Industri Pengolahan 6,46 4,60 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,98 3,96 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,90 3,25 

F Konstruksi 1,76 5,44 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

6,81 7,55 

H Transportasi dan Pergudangan  7,19 6,76 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,28 8,33 

J Informasi dan Komunikasi 6,75 8,82 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,79 7,59 

L Real Estate 4,45 6,16 

M,N Jasa Perusahaan 5,10 4,77 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

6,35 4,68 

P Jasa Pendidikan 6,66 6,65 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,06 6,77 

R,S,T,U Jasa lainnya 4,17 3,70 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,46 6,42 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 5,13 5,01 

Sumber  : BPS Kab. Sampang, 2017 

Dari sisi nominal, sektor pertanian memiliki nilai tertinggi dalam 

pembentukan PDRB, baik pada tahun 2015 ataupun tahun 2016. Pada tahun 

2015, pendapatan daerah dari sektor pertanian sebesar Rp 3.733.986,8 juta 

atau 30,45 persen dari total PDRB. Selanjutnya tahun 2016, nilainya 

menunjukkan peningkatan menjadi sebesar Rp 3.844.744,3 juta. Kontribusi 

sektor pertanian pada tahun 2016 turun menjadi 29,46 persen. Besarnya 

nilai pendapatan tersebut disebabkan pertanian merupakan salah satu sektor 

unggulan daerah di Kabupaten Sampang. Selain pertanian, sektor 

pertambangan dan penggalian juga memiliki nilai yang cukup tinggi dalam 

pembentukan PDRB. Sektor tersebut bernilai Rp 2.969.801,1 juta pada tahun 

2015 (24,22 persen dari PDRB) dan Rp 3.279.864,2 juta (24,22 persen dari 

PDRB) pada tahun 2016. Sebaliknya, sektor Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum merupakan sektor dengan kontribusi terendah 0,38 persen 
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pada tahun 2015 dan 2016 terhadap PDRB. Dengan kata lain, besarnya 

pendapatan pada sektor ini sebesar Rp 46.365,3 juta dan Rp50.229,4 juta. 

Perkembangan nilai masing-masing sektor dan sub sektor dalam PDRB ADHK 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 Tabel 3. 5 
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha  

Kabupaten Sampang Tahun 2015 – 2016 (dalam juta rupiah) 

Kategori Uraian 2015 2016* 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.733.986,8 3.844.744,3 

 
1 

Pertanian, Peternakan, Perburuan dan 
Jasa Pertanian 

2.846.288,4 2.903.352,4 

 
  a. Tanaman Pangan  1.305.576,9 1.320.709,4 

 
  b. Tanaman Hortikultura Semusim 94.025,8 95.626,3 

 
  c. Perkebunan Semusim 8.391,7 8.617,7 

 
  

d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan 
Lainnya 

180.939,5 184.172,1 

 
  e. Perkebunan Tahunan 516.401,8 533.643,6 

 
  f. Peternakan  698.705,0 716.196,8 

 
  g. Jasa Pertanian dan Perburuan  42.247,7 44.386,5 

 
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 21.607,8 23.197,5 

 
3 Perikanan  866.090,6 918.194,4 

B Pertambangan dan Penggalian  2.969.801,1 3.279.864,2 

 
1 

Pertambangan Minyak, Gas dan Panas 
Bumi 

2.375.896,7 2.666.933,2 

 
2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0,0 0,0 

 
3 Pertambangan Bijih Logam 0,0 0,0 

 
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 593.904,4 612.931,0 

C Industri Pengolahan 427.773,4 447.439,5 

 
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0,0 0,0 

 
  a. Industri Batu Bara 0,0 0,0 

 
  b. Industri Pengilangan Migas 0,0 0,0 

 
2 Industri Makanan dan Minuman  106.094,5 114.315,7 

 
3 Pengolahan Tembakau 54.881,0 55.660,5 

 
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5.604,4 5.829,4 

 
5 

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 
Kaki  

84,2 86,5 

 
6 

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan 
Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, 
Rotan dan Sejenisnya  

95.549,5 98.106,7 

 
7 

Industri Kertas dan Barang dari Kertas, 
Percetakan dan Reproduksi Media 
Rekaman  

1.172,0 1.205,1 
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Kategori Uraian 2015 2016* 

 
8 

Industri Kimia, Farmasi dan Obat 
Tradisional 

626,5 661,1 

 
9 

Industri Karet, Barang dari Karet dan 
Plastik 

0,0 0,0 

 
10 Industri Barang Galian bukan Logam 81.671,9 85.674,3 

 
11 Industri Logam Dasar  0,0 0,0 

 
12 

Industri Barang dari Logam, Komputer, 
Barang Elektronik, Optik dan Peralatan 
Listrik 

25.722,7 27.163,2 

 
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,0 0,0 

 
14 Industri Alat Angkutan 1.363,3 1.424,0 

 
15 Industri Furnitur 41.439,2 43.366,2 

 
16 

Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi 
dan pemasangan mesin dan peralatan 

13.564,2 13.946,7 

D Pengadaan Listrik dan Gas 4.576,0 4.757,2 

 
1 Ketenagalistrikan  3.514,0 3.645,3 

 
2  Pengadaan Gas dan Produksi Es 1.062,0 1.112,0 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

9.218,7 9.518,4 

F Konstruksi 1.005.422,5 1.060.067,7 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

1.951.904,3 2.099.345,4 

 
1 

Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan 
Reparasinya 

215.199,7 228.280,8 

 
2 

Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan 
Mobil dan Sepeda Motor 

1.736.704,6 1.871.064,6 

H Transportasi dan Pergudangan  113.137,5 120.790,4 

 
1 Angkutan Rel  0,0 0,0 

 
2 Angkutan Darat 75.506,2 80.912,4 

 
3 Angkutan Laut  22.293,0 23.619,1 

 
4 

Angkutan Sungai Danau dan 
Penyeberangan 

546,2 579,6 

 
5 Angkutan Udara 0,0 0,0 

 
6 

Pergudangan dan Jasa Penunjang 
Angkutan, Pos dan Kurir 

14.792,1 15.679,3 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 46.365,3 50.229,4 

 
1 Penyediaan Akomodasi  1.339,7 1.404,2 

 
2 Penyediaan Makan Minum 45.025,6 48.825,2 

J Informasi dan Komunikasi 599.203,2 652.078,8 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 152.255,4 163.818,3 

 
1 Jasa Perantara Keuangan  20.767,3 22.325,4 

 
2 Asuransi dan Dana Pensiun 67.592,4 73.047,4 

 
3 Jasa Keuangan Lainnya 63.895,8 68.445,5 

 
4 Jasa Penunjang Keuangan 0,0 0,0 
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Kategori Uraian 2015 2016* 

L Real Estate 159.140,1 168.944,7 

M,N Jasa Perusahaan 34.255,3 35.888,2 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

540.648,0 565.972,9 

P Jasa Pendidikan 341.354,0 364.057,1 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 61.116,8 65.251,6 

R,S,T,U Jasa lainnya 113.967,0 118.178,6 

 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 12.264.125,3 13.050.946,6 

 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 
TANPA MIGAS 

9.888.228,6 10.384.013,4 

Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017 

Seiring dengan peningkatan PDRB ADHK, nilai pendapatan perKapita 

juga menunjukkan kondisi yang serupa. Realisasi pendapatan perKapita 

Kabupaten Sampang Tahun 2016 sebesar Rp 14,59 juta. Kemudian, pada 

tahun 2017 dan 2018 pendapatan perkapita diproyeksikan sebesar Rp 16,10 

juta dan Rp 16,54 juta. Peningkatan pendapatan tersebut mengindikasikan 

bahwa rata-rata nilai pendapatan masyarakat secara keseluruhan 

menunjukkan peningkatan. Perkembangan pendapatan perKapita Kabupaten 

Sampang sampai dengan proyeksi tahun 2018 dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 

Gambar 3.7 
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sampang Tanpa Migas  

Tahun 2014– 2018 (Juta Rupiah) 

 
Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017, *) merupakan target 
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Dengan prioritas pembangunan yang salah satunya menekankan pada 

peningkatan kualitas tenaga kerja, maka persentase tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) di Kabupaten Sampang diproyeksikan mengalami penurunan 

sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2015 persentase TPT sebesar 2,51 

persen. Kemudian, dengan adanya berbagai program untuk peningkatan 

kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan dan pembekalan maka 

persentase TPT diharapkan semakin menurun, sampai dengan persentase 

1,98 persen pada tahun 2018. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka 

Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam gambar berikut. 

Gambar 3.8 
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 – 2018 

 

Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017, *) merupakan target 

Senada dengan proyeksi TPT, tingkat inflasi di Kabupaten Sampang 

sampai dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan. Realisasi tingkat inflasi 

di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 mencapai 5,48 persen. Kemudian, 

pada tahun 2017 dan 2018 tingkat inflasi dapat lebih dikendalikan sampai 

dengan 4,5 persen dan 3,8 persen. Ringkasan perkembangan tingkat inflasi di 

Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.9 
Perkembangan Inflasi Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2018 

 

Sumber: BPS Kab. Sampang, 2017, *) merupakan target 

Secara umum, perkembangan nilai investasi Kabupaten Sampang 

menunjukkan peningkatan. Peningkatan nilai investasi berskala nasional, 

baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) menunjukkan peningkatan sebesar 124,76 persen. Pada 

tahun 2015, nilai investasi secara keseluruhan sebesar Rp 169.118 juta. 

Kemudian meningkat menjadi Rp 380.107 juta. Disisi lain, realisasi investasi 

PMDN di Kabupaten Sampang justru menunjukkan penurunan pada tahun 

2016. Pada tahun 2015 nilainya sebesar Rp 788.386 juta, kemudian turun 

menjadi Rp 501.951 pada tahun 2016. Perkembangan indikator investasi 

Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3. 6 
Perkembangan Investasi  

Kabupaten SampangTahun 2013-2016 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah Unit Usaha 647 739 751 620 

2 Jumlah ijin permodalan 715 613 762 625 

3 

Jumlah nilai investasi 
berskala nasional 
(PMDN/PMA) dalam juta 
rupiah 

120.920 150.825 169.118 380.107 

4 
Realisasi Investasi PMDN 
(juta rupiah) 

764.553 769.492 788.386 501.951 

Sumber: LKPJ Bupati Sampang 2013 - 2016 
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Senada dengan perkembangan realisasi investasi PMDN, jumlah ijin 

usaha dan jumlah ijin permodalan juga mengalami penurunan. Jumlah unit 

usaha, 620 unit pada tahun 2016, dimana sebelumnya (tahun 2015) sejumlah 

751 unit. Kemudian, jumlah ijin permodalan yang diterbitkan sejumlah 625, 

yang turun sejumlah 131 dari tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan 

masa transisi dari proses perijinan, yang semula ditangani oleh KP3M pada 

tahun 2016 sesuai dengan PERBUP Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perijinan 

Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui Program PATEN 

(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) belum berjalan secara 

optimal. Berdasarkan perkembangan indikator perekonomian Kabupaten 

Sampang secara keseluruhan, maka prospek dan prediksi perekonomian 

pada tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3. 7 
Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Sampang Tahun 2018 

Indikator 
Realisasi Proyeksi 

2014 2015 2016 2017* 2018* 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,07 5,13 5,01 5,23 5,44 

Pendapatan per Kapita (juta 
rupiah) 

12,54  13,78 14,59 16,10 16,54 

TPT (%) 2,22 2,51 NA 2,16 1,98 

Inflasi 6,05 5,8 5,48 4,5 3,8 

Penurunan Kemiskinan (%) 1,17 0,12 1,58 1-2 1-2 

   Sumber: BSP dan Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 
   Catatan: Tahun 2016 merupakan angka sangat sementara 

 

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sampang 

Tahun 2017 dan Tahun 2018 

Penyusunan perencanaan pembangunan dan prospek 

perekonomian Kabupaten Sampang perlu memperhatikan berbagai 

permasalahan dan tantangan. Tidak hanya di tingkat daerah saja, tetapi 

juga pada tingkat nasional, dan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, 

penyusunan arah kebijakan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada 

masing-masing level pemerintahan, permasalahan dan tantangan terbagi 

dalam beberapa bidang, antara lain: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan; (iii) 
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Perumahan dan Pemukiman; (iv) Pengembangan Dunia Usaha dan 

Pariwisata; (v) Ketahanan Energi; (vi) Ketahanan Pangan; (vii) 

Penanggulangan Kemiskinan; (viii) Infrastruktur, Konektivitas dan 

Kemaritiman; (ix) Pembangunan Wilayah; dan (x) Politik, Hukum, 

Pertahanan dan Keamanan. Ringkasan permasalahan pembangunan di 

tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang adalah 

sebagai berikut.  

Tabel 3. 8 
Permasalahan dan Tantangan Pembangunan di Berbagai Level Pemerintahan 

No Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang 

Pendidikan  

1.   Penguatan kemitraan 

dengan dunia usaha perlu 

ditingkatkan; 

 Pendidikan, pelatihan 

usaha belum optimal; 

 Pemenuhan sarana dan 

prasarana pendidikan 

vokasi masih kurang; 

 Kualitas guru masih perlu 

ditingkatkan; 

 Masih banyaknya sarana dan 

prasarana sekolah yang rusak 

dan jumlah ruang kelas tidak 

sebanding dengan rombongan 

belajar dan siswa; 

 Masih tingginya angka putus 

sekolah; 

 Belum memadainya kualitas 

tenaga pendidik maupun 

tenaga kependidikan;  

 Belum setaranya Pendidikan 

Diniyah dan Pesantren 

Salafiyah dengan Pendidikan 

Umum; 

 Kurangnya layanan pendidikan 

baik Pendidikan Khusus (PK) 

& pendidikan layanan khusus 

(PLK); 

 Rendahnya Angka Melek Huruf 

(AMH) usia 15 Tahun keatas. 

 Angka Buta Aksara masih 

tinggi; 

 Distribusi guru (tenaga 

pengajar) yang belum 

merata; 

 Kesenjangan mutu pelayanan 

pendidikan; 

 Kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan yang 

rendah; 

 Rata-rata lama sekolah masih 

rendah. 

Kesehatan 

2.   Peningkatan kualitas dan 

akses pelayanan kesehatan 

ibu dan anak perlu 

ditingkatkan; 

 Gizi buruk masih tinggi; 

 Pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

menulardan tidak menular 

belum optimal; 

 Pemahaman dan perilaku 

hidup sehat masyarakat 

masih kurang; 

 Masih tinggi angka kematian 

balita dan ibu melahirkan; 

 Masih adanya kasus stanting 

dan gizi buruk; 

 Masih Tingginya Penyakit 

Menular Penyakit Tidak 

Menular; 

 Masih banyaknya penduduk 

yang belum tercaver jaminan 

kesehatan. 

 Peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat belum 

optimal; 

 Angka kematian ibu dan 

angka kematian bayi masih 

tinggi; 

 Gizi buruk masih tinggi; 

 Penyakit menular masih 

tinggi; 

 Bed Occupancy Rate masih 

belum optimal; 

 Akseptor KB baru rendah. 
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No Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang 

 Kosumsi pangan sehat 

masih rendah. 

Perumahan dan Permukiman 

3.   Backlog rumah masih 

besar; 

 Fasilitasi pembiayaan 

rumah bagi MBR masih 

rendah; 

 Banyaknya kawasan 

kumuh; 

 Akses air bersih dan 

sanitasi masih kurang; 

 Ketersediaan air baku 

rendah. 

 Peneyediaan penumahan tidak 

sebanding dengan 

pertambahan penduduk; 

 Kawasan kumuh masih tinggi; 

 Akses air minum dan sanitasi 

bagi masyarakat masih 

kurang; 

 Penyediaan rumah bagi MBR 

masih kurang. 

 Sarpras sanitasi dan air 

minum nagi masyarakat 

masih belum memadai; 

 Penanganan kawasan kumuh 

perkotaan belum optimal; 

 Rumah tidak layak huni 

masih tinggi; 

 Sistem draniase belum belum 

berskala kawasan.. 

Penanggulangan Kemiskinan 

4.   Jaminan dan Bantuan Sosial 

belum Tepat Sasaran; 

 Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar (akte kelahiran, NIK, 

layanan kesehatan, 

inftrastruktur) belum 

memadai; 

 Perluasan Akses Usaha 

Mikro, Kecil, dan Koperasi 

belum optimal. 

 Pemberdayaan Masyarakat 

dalam rangka pengentasan 

kemsikinan belum optimal; 

 Perlunya ditingkatkan 

pengembangan Koperasi dan 

UMKM sebagai sarana 

peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

 

 Tingginya angka Kemiskinan; 

 Penanganan PMKS belum 

optimal; 

 Kurangnya penyediaan 

lapangan pekerjaan dan 

usaha untuk masyarakat. 

Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 

5.   Penyediaan Pelayanan 

Dasar (air minum, sanitasi, 

rasio elektrifikasi, rumah 

layak huni, aksesibilitas 

perbatasan dan daerah 

tertinggal, keamanan dan 

keselamatan transportasi, 

pengendalian banjir) belum 

memadai; 

 Infrastruktur Mendukung 

Sektor Unggulan (Tol laut, 

intermoda, TIK) perlu 

dibangun dan 

dikembangkan; 

 Infrastruktur Perkotaan 

belum optimal. 

 Kapasitas beban jalan yang 

berlebihan; 

 Peningkatan konektivitas 

dalam mendukung daya saing 

daerah belum optimal; 

 Keselamatan transportasi 

perlu menjadi prioritas; 

 Pelayanan angkutan laut 

masyarakat kepulauan belum 

maksimal. 

 Penyediaan infrastruktur 

dasar dan aksesibilitas 

informasi bagi masyarakat 

masih belum merata; 

 Akses wilayah, khususnya 

daerah pinggiran/terisolir 

masih rendah. 

Ketahanan Energi 

6.   Pengembangan energi 

alternatif belum optimal; 

 Rasio elektrifikasi masih 

 Pengembangan energi 

alternatif belum optimal; 

Rasio elektrifikasi masih 

 Rasio elektrifikasi rendah; 

 Pengembangan enerrgi 

alternatif masih minim. 
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No Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang 

rendah. rendah; 

Rasio elektreifikasi masih 

rendah terutama di madura. 

 

Ketahanan Pangan 

7.   Peningkatan Produksi 

Pangan (padi, jagung, 

kedelai, gula, daging sapi, 

cabe rawit, bawang merah, 

jeruk, ikan); 

 Pembangunan dan 

rehabilitasi jaringan irigasi 

masih kurang; 

 Pembangunan dan 

rehabilitasi bendungan dan 

embung masih kurang; 

 Alat dan mesin pertanian 

baik kualitas dan 

kuantitasnya perlu 

ditingkatkan; 

 Perluasan lahan panen; 

 Pasca panen belum optimal. 

 Kepemilikan lahan pertanian 

yang sempit; 

 Konversi lahan pertanian; 

 Lemahnya sistem produksi 

dan distribusi benih; 

 Tingginya biaya produksi dan 

transportasi; 

 Tingginya kerusakan jaringan 

irigasi; 

 Rendahnya kualitas SDM 

dalam pengelolaan sektor 

pertanian; 

 Lemahnya kelembagaan 

petani; 

 Penggunaan teknologi 

pertanian ,masih tradisional; 

 Ancaman penyakit hewan 

menular. 

 Jumlah produksi tanaman 

pangan dan holtikultura 

belum mencapai target; 

 Belum tersedianya penguatan 

cadangan pangan 

pemerintah. 

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 

8.   Kontribusi sektor 

pariwisata, daya saing tiga 

kawasan pariwisata, dan 

kesiapan destinasi wisata 

prioritas lainnya belum 

optimal; 

 Pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus belum 

optimal; 

 Kurangnyapembangunan 

Kawasan Industri (KI) 

terutama di luar Jawa 

berdasarkan keunggulan 

wilayah; 

 Perlunya pembenahan iklim 

investasi di pusat dan 

daerah; 

 Penciptaan lapangan kerja 

didorong dengan 

peningkatan iklim 

ketenagakerjaan dan 

hubungan industrial mash 

kurang; 

 Peningkatan populasi dan 

 Rendahnya kualitas tenaga 

kerja dan rendahnya 

permintaan (pasar) tenaga 

kerja; 

 Tingginya konflik 

ketenagakerjaan dalam 

penentuan UMK dan masih 

rendahnya perlindungan bagi 

tenaga kerja; 

 Ketersediaan Informasi pasar 

kerja belum optimal; 

 Kurang optimalnya 

pengawasan terhadap 

ketenagakerjaan 

(lembaga/perusahaan, dan 

pekerja) serta lemahnya 

pengendalian terhadap 

masuknya tenaga kerja asing.  

 Pertumbuhan ekonomi belum 

berkualitas; 

 Daya saing produk dan akses 

pasar serta modal masih 

rendah; 

 Sarana dan prasana 

penunjang aktivitas ekonomi 

masih kurang; 

 Belum dilakukannya 

pemetaan potensi investasi 

dan potensi unggulan daerah; 

 Pengelolaan potensi 

unggulan yang belum 

optimal. 
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No Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang 

daya saing industri, dan 

penguatan pertumbuhan 

ekonomi kreatif kurang; 

 Peningkatan perdagangan 

luar negeri belum optimal. 

Pembangunan Wilayah 

9.   Pembangunan Wilayah 

Perbatasan dan Daerah 

Tertinggal belum baik; 

 Pembangunan Perdesaan 

perlu dipacu; 

 Reforma Agraria belum 

maksimal; 

 Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana 

(a.l. Kebakaran Hutan) 

masih sering terjadi. 

 

 Kualitas dan Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar di daerah 

tertinggal perlu ditingkatkan; 

 Peningkatan responsivitas 

dalam menangani Bencana 

pada Tanggap Daruat Bencana 

di Jawa Timur belum optimal. 

 Intensitas bencana alam 

(banjir) yang tinggi; 

 Kerusakan lingkungan hidup 

masih tinggi; 

 Sarana dan prasarana 

sampah masih belum 

optimal; 

 Luas lahan kritis masih 

tinggi; 

 Pemanfaatan pengelolaan air 

tanah belum optimal. 

Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan 

10.   Reformasi birokrasi 

pemerintahan belum 

optimal; 

 Penegakan hukum dan 

kelembagaan politik perlu 

dikembangkan; 

 Peneguhan jati diri dan 

karakter bangsa masih 

kurang; 

 Penguatan daya rekat sosial 

dan kemajemukan perlu 

dioptimalkan; 

 Peningkatan kemandirian 

ekonomi dan daya saing 

bangsa masih kurang. 

 Peningkatan Pelayanan kepada 

Masyarakat bidang politik, 

hukum, pertahanan dan 

keamanan belum optimal; 

 Peningkatan Toleransi Sosial 

masyarakat kurang. 

 

 Kejahatan narkoba semakin 

meningkat; 

 Belum optimalnya pelayanan 

perijinan satu pintu dan 

reformasi birokrasi; 

 Kualitas sumber daya 

aparatur yang perlu 

ditingkatkan; 

 Belum optimalnya 

keterlibatan masyarakat 

dalam pemerintaha dan 

pembangunan; 

 Keamanan dan ketertiban 

serta ketaatan masyarakat 

terhadap peratiran masih 

rendah; 

 Penegakan perda belum 

optimal; 

Sumber: berbagai sumber, 2017 (diolah) 

 

3.1.3  Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2018 

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang diprioritaskan 

untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang didukung oleh 

penyediaan infrastruktur publik untuk menunjang peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan permasalahan dan tantangan di 
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tingkat nasional, provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang, maka arah 

kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2018 dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 3. 9 
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbagai Level Pemerintahan Tahun 2018 

No Nasional Jawa Timur Kabupaten Sampang 

1.  
Memperbaiki Kualitas 
Belanja 

 Pengelolaan belanja daerah sesuai 
dengan anggaran berbasis kinerja. 

 Belanja daerah diprioritaskan 
dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan Provinsi  

 Stimulus belanja untuk 
pengembangan infrastruktur 
pedesaan 

 Efektivitas dan efisiensi 
belanja daerah 

 Optimalisasi anggaran untuk 
percepatan pembangunan 
infrastruktur publik yang 
berkualitas 

2.  
Peningkatan daya saing 
dan nilai tambah industri 

 Stabilitas makro ekonomi 
 Perencanaan pemerintaha dan 

institusi 
 Tata kelola pemerintahan, 

Fasilitasi dunia usaha/bisnis dan 
ketenagakerjaan 

Peningkatan produktivitas dan 
value added sektor pertanian 
dan UMKM dalam mendukung 
daya saing ekonomi daerah 

 

3.  

Peningkatan peran swasta 
dalam pembiayaan dan 
pembangunan 
infrastruktur 

 Pengembangan pembiayaan 
pembangunan dengan pola cost 
sharing antara Pemerintah Pusat, 
Provinsi dan Kabupaten / Kota  

 Kemitraan Pembiayaan Daerah 
yang dilakukan antara Pemerintah 
dan Swasta maupun dengan Dunia 
Usaha, melalui Kerjasama 
Pemerintah Swasta (KPS)/Public 
Private Partnership, Tanggung 
jawab Sosial Perusahaan (TSP) 
atau Corporate Social 
Responsibility (CSR) dan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL),serta dukungan Lembaga 
Non Pemerintah lainnya 

Peningkatan penyediaan dan 
perawatan infrastruktur publik 
melalui pengupayaan public-
private patnership 

4.  
Peningkatan iklim usaha 
dan iklim investasi yang 
lebih kondusif 

Meningkatkan iklim investasi dan 
ketenagekerjaan yang kondusif 

 Optimalisasi sektor unggulan 
daerah melalui peningkatan 
investasi 

 Pengelolaan sumber daya 
alam yang berkelanjutan 

Sumber: berbagai sumber, 2017 (diolah) 

Mengacu pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang, Provinsi 

Jawa Timur, dan Nasional, serta berbagai hambatan dan tantangan, maka 

prospek perekonomian Kabupaten Sampang diproyeksikan semakin 

meningkat dari tahun sebelumnya. Prospek dan prediksi perekonomian 

Kabupaten Sampang tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 3. 10. 
Prospek dan Prediksi Perekonomian  

Kabupaten Sampang Tahun 2017 – 2019 

Indikator 
Proyeksi 

2017 2018 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,23 5,44 5,66 

PDRB ADHK (juta Rp) 10.935.000 11.867.160 12.177.500 

PDRB ADHB (juta Rp) 15.157.000 16.689.000 17.774.280 

PDRB per Kapita (juta Rp) 16,10 16,54 16,61 

TPT (%) 2,16 1,98 1,26 

Inflasi (%) 4,5 3,8 3,8 

Penurunan Angka Kemiskinan (%) 1- 2 1- 2 1- 2 

 Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Berdasarkan tabel diatas, maka proyeksi indikator ekonomi 

Kabupaten Sampang diproyeksikan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 

2018, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,44 persen dan 

semakin meningkat menjadi 5,66 persen pada tahun 2019. Seiring dengan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita juga 

diproyeksikan semakin meningkat menjadi 16,54 juta rupiah dan 16,61 pada 

tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

diproyeksikan semakin menurun menjadi 1,98 persen dan 1,26 persen pada 

tahun 2018 dan 2019. Sedangkan untuk inflasi diproyeksikan dapat lebih 

terkendali dengan persentase 3,8 persen pada tahun 2018 dan 2019. Begitu 

pula dengan tingkat kemiskinan, persentasenya diperkirakan menurun 

dengan persentase 1-2 persen setiap tahun. 

 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sampang 

diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, 

pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya 

daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk 

memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari 

pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, 

pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah 
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kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi 

pembiayaan. Penetepan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan 

pada kondisi perekonomian Kabupaten Sampang dan penyesuaian terhadap 

kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.  

 

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana 

Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik 

maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, 

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari 

Provinsi atau Pemda lainnya, dan Dana Desa.  

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik 

pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan 

beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah 

didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan 

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja 

daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan 

daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat 

diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat 

desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten. Proyeksi keuangan 

daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 memperhatikan beberapa asumsi 

sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi proyeksikan meningkat, sebesar ± 5,44 

persen; 

2. Inflasi diproyeksikan dapat terkendali, pada kisaran ± 3,8 persen; 

3. Dana Perimbangan diproyeksikan turun sebesar 5,17 persen dari 

anggaran tahun 2017; 
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4. Target anggaran tahun 2018 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0. 

Berdasarkan beberapa asumsi tersebut, maka perkembangan masing-

masing pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 

Gambar 3.10. 
Perkembangan Pendapatan dan Pertumbuhannya 
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 – 2018 

 
Sumber: BPPKAD  Kabupaten Sampang, 2017 

Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Sampang pada tahun 

anggaran 2018 diproyeksikan mengalami peningkatan, yang diperkirakan 

sebesar 0,73 persen dari anggaran tahun 2017. Secara nominal, nilai 

pendapatan daerah Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2017 Rp 

1.530.656.556.152,00 dan proyeksi tahun anggaran 2018 sebesar 

Rp1.541.817.535.440,00. Peningkatan proyeksi pendapatan daerah 

disebabkan meningkatnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sedangkan untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah, nilainya diproyeksikan mengalami penurunan. Rincian 

perkembangan masing-masing komponen pendapatan daerah dijelaskan 

dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.11. 
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya 

Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2018 

 
Sumber: BPPKAD Kabupaten Sampang, 2017 

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang tahun 

2018 diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. 

Peningkatan PAD tahun 2018 sebesar 3,60 persen dari tahun sebelumnya. 

Jika dinominalkan, nilainya sebesar Rp 138.351.511.760,00. Hal tersebut 

disebabkan adanya peningkatan dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang 

sah. Sebaliknya, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan diproyeksikan mengalami penurunan. Selanjutnya, 

perkembangan dana perimbangan dapat dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.12. 
Perkembangan Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya  

Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2018 

 
Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang, 2017 

Secara umum, nilai dana perimbangan Kabupaten Sampang pada 

tahun 2018 diproyeksikan mengalami penurunan. Penurunan dana 

perimbangan tahun 2018 sebesar (5,17) persen. Nilai tersebut memiliki 

selisih yang sangat kecil dengan tahun 2017, yang diproyeksikan turun 

sebesar 5,80 persen dari tahun 2016. Penurunan dana perimbangan tahun 

2018 disebabkan karena pada tahun 2018 tidak dianggarkan kembali 

pembayaran DAU kurang bayar tahun sebelumnya, sedangkan besarnya 

alokasi DAU sendiri dianggarkan sama dengan rencana penerimaan tahun 

2017. Untuk komponen Dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAK 

diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. 

Selanjutnya, perkembangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat 

dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.13. 
Perkembangan Lain – Lain Pendapatan yang Sah dan Pertumbuhannya  

Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2018 

 
Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang, 2017 

Berkebalikan dengan perkembangan dana perimbangan, Lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah menunjukkan adanya peningkatan 

dalam proyeksi tahun anggaran 2018. Secara nominal, nilai Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah Rp 303.761.135.680,00 atau meningkat sebesar 

27,93 persen dari angaran tahun 2017.  Hal tersebut disebabkan adanya 

peningkatan dana hibah, yang berasal dari dana BOS, baik untuk satuan 

pendidikan SD maupun SMP. Penerimaan dana BOS berdasarkan Surat 

Edaran Menteri Keuangan  No.  910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan serta 

pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan 

Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD, dimana 

diamanatkan harus dianggarkan atau dicatat melalui APBD, meskipun 

dananya langsung diterima pada sekolah.  

Selain itu, untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya 

diproyeksikan nol. Kondisi tersebut disebabkan belum terdapat kepastian 

penetapan nilai dari pihak Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Sampang. 

Sedangkan untuk Penerimaan Dana Desa, nilainya diproyeksikan tetap. 
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Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka 

perkembangan derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 

Gambar 3.14. 
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) 

Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2018 

 

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

 

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sampang sampai dengan 

tahun 2018 menunjukkan tren positif. Hal tersebut mengindikasikan 

adanya peningkatan kemandirian daerah, terutama dalam kontribusinya 

terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2016, derajat desentralisasi fiskal 

sebesar 7,9 persen. Seiring dengan peningkatan potensi kemandirian daerah, 

maka derajat desentralisasi fiskal juga diproyeksikan semakin meningkat 

sebesar 8,7 pada tahun 2018. Pada tahun 2018, derajat desentralisasi fiskal 

diproyeksikan sebesar 9,0 persen. Selanjutnya, perkembangan kemandirian 

fiskal dapat dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.15. 
Perkembangan Kemandirian Fiskal Kabupaten Sampang  

Tahun 2014 – 2018 

 
Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Seiring dengan peningkatan derajat desentralisasi fiskal, tingkat 

kemandirian fiskal Kabupaten Sampang pada tahun 2018 juga 

diproyeksikan mengalami peningkatan. Melalui optimisme peningkatan 

PAD, maka kemandirian daerah tahun 2018 diproyeksikan memiliki tren 

positif. Meskipun pada tahun 2015 dan 2016 nilainya cenderung menurun, 

akan tetapi pada tahun berikutnya, nilainya diproyeksikan kembali 

meningkat. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sampang Tahun 2017 dan 

2018, diproyeksikan menjadi 13,02 dan 13,08 persen.  

Realisasi Pendapatan Kabupaten Sampang Tahun dari 2014 sampai 

dengan 2016 serta target proyeksi Tahun 2018 dan tahun 2019, sebagai 

berikut.
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Tabel 3. 11.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sampang Tahun 2014 s.d Tahun 2019 

 

KODE Uraian 
JUMLAH 

Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Anggaran 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019 

1.1 Pendapatan Asli Daerah 123.039.103.222,87 142.512.555.663,45 135.785.953.318,16 133.545.721.725,00 138.351.511.760,00 217.691.025.000,00 

1.1.1 Pajak daerah 14.548.343.521,85 15.139.402.820,66 16.592.698.918,10 17.774.900.000,00 20.880.700.000,00 21.568.810.000,00 

1.1.2 Retribusi daerah 68.925.957.552,00 16.904.771.577,00 11.330.664.854,00 18.464.339.253,00 14.391.602.050,00 15.189.730.000,00 

1.1.3 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

5.891.497.578,35 11.977.496.617,75 6.208.899.767,82 6.855.773.000,00 6.157.284.810,00 5.708.805.000,00 

1.1.4 
Lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah 

33.673.304.570,67 98.490.884.648,04 101.653.689.778,24 90.450.709.472,00 96.921.924.900,00 175.223.680.000,00 

1.2 Dana Perimbangan 920.167.207.243,00 1.064.694.791.733,00 1.231.099.448.705,00 1.159.669.939.172,00 1.099.704.888.000,00 1.177.210.110.000,00 

1.2.1 
Dana bagi hasil pajak/bukan 
pajak 

75.015.909.243,00 71.773.051.733,00 74.204.892.211,00 73.252.171.000,00 73.252.171.000,00 73.991.720.000,00 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 753.954.218.000,00 788.345.170.000,00 827.952.746.000,00 887.917.797.172,00 827.952.746.000,00 847.756.700.000,00 

1.2.3 Dana Alokasi khusus 91.197.080.000,00 204.576.570.000,00 328.941.810.494,00 198.499.971.000,00 198.499.971.000,00 255.461.690.000,00 

1.2.4  Dana Insentif Daerah  0.00 0,00 0,00 0,00 303.761.135.680,00 0,00 

1.3 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah 

321.529.332.546,00 529.559.274.903,00 349.902.702.513,00 237.440.895.255,00 69.304.200.000,00 241.369.097.000,00 

1.3.1 Hibah 1.003.290.991,00 923.986.087,00 1.283.126.355,00 2.983.959.575,00 66.964.338.680,00 0,00 

1.3.2 Bagi hasil pajak dari provinsi 67.271.395.555,00 73.140.027.816,00 72.648.406.158,00 66.964.338.680,00 0,00 73.876.500.000,00 

1.3.3 
Dana penyesuaian dan otonomi 
khusus 

125.764.629.000,00 169.581.504.000,00 41.602.044.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 Bantuan keuangan dari provinsi 127.490.017.000,00 227.529.193.000,00 103.239.820.000,00 0,00 167.492.597.000,00 0,00 

1.3.5 Dana Desa 0.00 58.384.564.000,00 131.129.306.000,00 167.492.597.000,00 138.351.511.760,00 167.492.597.000,00 

 
Jumlah Pendapatan 1.364.735.643.011,87 1.736.766.622.299,45 1.716.788.104.536,16 1.530.656.556.152,00 1.541.817.535.440,00 1.636.270.232.000,00 

Sumber: Dispendaloka Kabupaten Sampang dan hasil proyeksi, 2017
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Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut. 

Gambar 3.16. 
Perkembangan Belanja Daerah dan Pertumbuhannya  

Tahun 2014 – 2018 

 
Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Perkembangan persentase total belanja daerah Kabupaten 

Sampang pada tahun anggaran 2018, menunjukkan peningkatan yang 

relatif rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase belanja sebesar 

0,91 persen. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja 

pada tahun anggaran 2017 yang menurun sebesar 6,8 persen. Nilai belanja 

daerah pada tahun anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp 

1.672.817.535.440,00. Peningkatan alokasi belanja daerah pada tahun 

tersebut, didorong oleh pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 1,65 

persen. Sedangkan untuk belanja langsung justru diperkirakan turun sebesar 

(0,06) persen. Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung 

Kabupaten Sampang Tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.17. 
Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Tahun 2014 - 2018 

 
      Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Komposisi belanja daerah Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 

angagaran 2018 masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Pada tahun 

2018, komposisi belanja tidak langsung diperkirakan sebesar 57,36 persen 

dan sisanya 42,64 persen merupakan alokasi untuk belanja langsung. Tidak 

berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, komposisi belanja tidak langsung 

memiliki persentase diatas 50 persen, dengan kecenderungan yang 

meningkat. Persentase perkembangan belanja tidak langsung Kabupaten 

Sampang adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.18. 
Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Tidak Langsung (dalam %)  

Kabupaten Sampang Tahun 2014 - 2018 

 
 Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Persentase terbesar dalam Belanja Tidak Langsung terdapat pada 

belanja pegawai, dengan kecenderungan yang semakin menurun. Rincian 

proyeksi masing-masing komponen belanja tidak langsung tahun 2018 

antara lain: (i) belanja pegawai sebesar 64,08 persen; (ii) belanja hibah 

sebesar 6,97 persen; (iii) Belanja bantuan sosial sebesar 1,52 persen; (iv) 

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 

0,28 persen; (v) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 

26,99 persen (mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa); (vi) belanja tidak terduga sebesar 0,16 persen. Perkembangan belanja 

pegawai di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.19. 
Perkembangan Proporsi Belanja Pegawai (BTL) Tahun 2014 - 2018 

 
Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Pertumbuhan persentase belanja pegawai dalam belanja tidak 

langsung menunjukkan penurunan sejak tahun 2015. Meskipun demikian, 

nilai nominalnya menunjukkan peningkatan pada setiap tahun. Pada tahun 

2018, pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0,22 persen dari tahun 

sebelumnya atau sebesar Rp 614.823.608.945,00. Peningkatan belanja 

pegawai pada belanja tidak langsung disebabkan adanya penerimaan tenaga 

medis perawat yang diangkat sebanyak 131 orang.  

Peningkatan alokasi belanja pegawai tahun 2018 diiringi dengan 

peningkatan Belanja Hibah, khususnya belanja hibah untuk pembiayaan 

Pilkada serentak baik hibah kepada Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu 

maupun untuk kegiatan pengamanan Pilkada. Belanja Hibah meningkat 

sebesar 90,36 persen dari tahun anggaran 2017. Selanjutnya, belanja 

bantuan sosial pada tahun anggaran 2018 diproyeksi turun sebesar (4,7) 

persen. Kondisi tersebut disebabkan adanya penurunan alokasi untuk 

Jaminan Kesehatan, dimana pada tahun 2017 anggarannya bernilai Rp 

1.200.000.000,00 kemudian pada tahun 2018 nilainya diproyeksikan nihil. 

Alokasi Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan dengan 

berpedoman pada Permendagri nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah 
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diubah yang kedua kalinya dengan Peemendagri 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.  

Senada dengan perkembangan belanja bantuan sosial, persentase 

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa; belanja 

Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Tidak 

Langsung juga menunjukkan penurunan. Penurunan masing-masing 

komponen tersebut sebesar (8,69) persen; (5,67) persen; dan (40) persen. 

Penurunan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan 

Pemerintah Desa disebabkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Bagi Hasil 

Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang besarnya disesuaikan 

dengan penerimaan retribusi daerah yang cenderung menurun. Penurunan 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan 

Pemerintah Desa disebabkan tidak adanya alokasi untuk bantuan keuangan 

khusus, baik di bidang kesehatan ataupun infrastruktur. Kemudian, Belanja 

Tidak Terduga diproyeksikan mengalami penurunan, menjadi Rp 

1.500.000.000,00 pada tahun anggaran 2018 dimana pada tahun anggaran 

2017 nilainya dianggarkan sebesar Rp 2.500.000.000,00.  

Sedangkan perkembangan komposisi belanja langsung adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.20. 
Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Langsung (dalam %)  

Tahun 2014 - 2018 

 
Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Perkembangan masing-masing komponen tersebut dapat dilihat 

dalam gambar berikut. 

Gambar 3.21. 
Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten pada Belanja Langsung  

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013-2018 

 
          Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Persentase pertumbuhan belanja pegawai pada belanja langsung di 

Kabupaten Sampang menunjukkan adanya pengurangan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada proyeksi tahun anggaran 2018, dimana pertumbuhan belanja 
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pegawai sebesar (5,60) persen. Secara nominal, alokasi untuk belanja 

pegawai pada belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp 17.149.710.157,00. 

Hal tersebut mengindikasikan adanya efisiensi belanja aparatur yang 

disebabkan perubahan organisasi perangkat daerah yang semakin efektif dan 

efisien, karena pada prinsipnya alokasi belanja pegawai pada belanja 

langsung adalah dalam rangka mendukung operasional belanja lainnya pada 

belanja langsung. Selanjutnya, perkembangan nilai dan persentase belanja 

barang dan jasa dapat dilihat dalam gambar berikut. 

Gambar 3.22. 
Perkembangan Belanja barang dan Jasa  

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013-2018 

 
            Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Berbeda dengan belanja pegawai pertubuhan belanja barang dan 

jasa juga menunjukkan peningkatan pada proyeksi tahun anggaran 

2018. Pada tahun anggaran 2017 belanja barang dan jasa diperkirakan 

meningkat 2,36 persen. Selanjutnya  pada tahun 2018 peningkatannya hanya 

diproyeksikan sebesar 0,48 persen dari tahun anggaran 2017. Nilai dari 

belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp 

334.048.438.664,00. Peningkatan belanja barang dan jasa disebabkan adanya 

kegiatan bantuan  operasional sekolah untuk satuan pendidikan SD dan SMP 
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yang hampir ksesluruhan belanja pada jenis belanja barang dan jasa. 

Kontribusi belanja barang dan jasa pada tahun 2018 adalah 46,83  persen 

dari total belanja langsung. Selanjutnya, komponen terakhir dalam belanja 

langsung adalah belanja modal, dengan rincian nilai dan persentase 

pertubuhan sebagaimana tercantum dalam gambar berikut. 

Gambar 3.23. 
Perkembangan Belanja Modal  

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013-2018 

 
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2017 

Pada tahun anggaran 2018, belanja modal diproyeksikan 

mengalami penurunan sebesar (0,27) persen. Secara nominal, nilai dari 

belanja modal pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 362.124.774.769,00. 

Penggunaan belanja modal diutamakan untuk penambahan nilai aset daerah 

serta mendukung program prioritas dan peningkatan daya saing ekonomi 

daerah. Penurunan belanja modal disebabkan adanya peningkatan  yang 

cukup tinggi pada belanja tidak langsung utamanya belanja hibah dalam 

rangka penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Rincian nilai realisasi dan 

proyeksi belanja daerah Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 3. 12.  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 s.d Tahun 2019 

KODE Uraian 
JUMLAH 

Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Anggaran 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019 

2.1 Belanja Tidak Langsung 668.707.806.632,00 784,377,775,801.83 910.263.783.188,00 943.906.871.672,00 959.494.611.850,00 987.051.180.000,00 

2.1.1 Belanja Pegawai 564.137.968.694,00 600,134,812,980.58 641.047.653.220,00 613.453.184.672,00 614.823.608.945,00 620.112.400.000,00 

2.1.4 Belanja Hibah 37.156.136.347,00 40,146,478,720.00 37.528.582.834,00 35.154.013.000,00 66.920.400.000,00 62.710.760.000,00 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 31.065.763.400,00 20,454,743,386.00 12.683.204.959,00 15.255.500.000,00 14.539.000.000,00 13.926.880.000,00 

2.1.6 
Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kab/Kota dan 
Pemerintah Desa 

0,00 0,00 1.222.799.423,00 2.986.890.000,00 2.727.230.205,00 4.480.334.000,00 

2.1.7 

Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Provinsi/ Kab/Kota dan 
Pemeritahan Desa 

35.733.983.191,00 123,639,152,799.00 217.135.011.752,00 274.557.284.000,00 258.984.372.700,00 283.072.100.000,00 

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 613.955.000,00 2,587,916.25 646.531.000,00 2.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.748.706.000,00 

2.2 Belanja Langsung 604.552.950.803,00 919.793.763.745,65 868.284.702.062,94 713.749.684.480,00 713.322.923.590,00 731.219.052.000,00 

2.2.1 Belanja Pegawai 10.690.034.000,00 9.670.303.950,00 13.834.790.361,00 18.166.126.077,00 17.149.710.157,00  

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 239.806.195.435,00 279.966.696.289,47 290.450.222.725,60 332.462.342.088,00 334.048.438.664,00  

2.2.3 Belanja Modal 354.056.721.368,00 630.156.763.506,18 563.999.688.976,34 363.121.216.315,00 362.124.774.769,00  

 
TOTAL JUMLAH 
BELANJA 

1.273.260.757.435,00 1.704.171.539.547,48 1.778.548.485.250,94 1.657.656.556.152,00 1.672.817.535.440,00 1.718.270.232.000,00 

 
SURPLUS/DEFISIT 91.474.885.576,87 32.595.082.751,97 -61.760.380.714,78 -127.000.000.000,00 -131.000.000.000,00 -82.000.000.000,00 

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang dan hasil proyeksi, 2017 



Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan  
Kebijakan Keuangan Daerah  

 

 

RKPD Kabupaten Sampang 2018 III - 42 

 

Gambar 3.24. 
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan (dalam Milyar)  

Tahun 2014 - 2018 

 
Sumber : Bapelitbangda Kab. Sampang, 2017 

Pembiayaan netto di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 

diproyeksikan lebih tinggi daripada anggaran tahun 2017. Pembiyaan 

netto pada tahun 2018 sebesar Rp 131.000.000.000,00. Nilai tersebut 

meningkat Rp 4.000.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2017, Rp 

127.000.000.000,00. Sedangkan pada realisasi tahun 2016, nilai pembiayaan 

netto sebesar Rp214.815.794.503,90. Lebih rendahnya nilai pembiayaan 

netto pada tahun 2017 dan 2018 disebabkan oleh peningkatan defisit belanja 

pada tahun 2017 dan 2018. Disisi lain, jumlah pembiayaan netto juga 

dipengaruhi oleh besarnya nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Dari sisi penerimaan pembiayaan, perolehan terbesar berasal 

dari SILPA (Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan). 

Perkembangan nilai SILPA pada tahun 2016 sampai dengan proyeksi tahun 

2018 menunjukkan penurunan. Nilai SILPA tahun 2016 sebesar Rp 

228.815.794.503,90. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 nilai SILPA 

sebesar Rp 125.000.000.000,00 dan Rp100.000.000.000,00. Disamping 

SILPA, penerimaan pembiayaan tahun 2018, juga berasal dari Pencairan 

Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir masing-

masing sejumlah Rp 30.000.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00. 

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Sampang juga 

menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016, jumlah penerimaan 

110,75  

196,22  

214,82  

127,00  131,00  

0

50

100

150

200

250

2014 R 2015 R 2016 R 2017 A 2018 RKPD

M
il

y
a
r 

R
p
  



Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan  
Kebijakan Keuangan Daerah  

 

 

RKPD Kabupaten Sampang 2018 III - 43 

 

pembiayaan sebesar Rp16.000.000.000,00. Kemudian, pada tahun 2017 dan 

2018 diproyeksikan nihil. Perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan, serta pembiayaan netto Kabupaten Sampang tahun 2014 

sampai dengan proyeksi tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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Tabel 3. 13 
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2019 

KODE Uraian 
JUMLAH 

Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Anggaran 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019 

3.1 Penerimaan Pembiayaan 110.745.826.175,06 204.220.711.751,93 230.815.794.503,90 
127.000.000.000,0

0 
131.000.000.000,0

0 
82.000.000.000,00 

3.1.1 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Daerah Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

110.745.826.175,06 202.220.711.751,93 228.815.794.503,90 125.000.000.000,00 100.000.000.000,00 80.000.000.000,00 

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan  0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00 2.000.000.000,00 

3.1.3 
Penerimaan Kembali 
Investasi Dana Bergulir 

0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 

3.2 
Pengeluaran 
Pembiayaan 

0,00 8.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1 
Pembentukan Dana 
Cadangan 

0,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2 
Penyertaan Modal pada 
Bank jatim 

0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

  
JUMLAH PEMBIAYAAN 
NETTO 

110.745.826.175,06 196.220.711.751,93 214.815.794.503,90 127.000.000.000,00 131.000.000.000,00 82.000.000.000,00 

 
SILPA 202.220.711.751,93 228.815.794.503,90 153.055.413.789,12 0,00 0,00 0,00 

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang dan hasil proyeksi, 2017
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3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan 

daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan 

dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan 

keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi 

Kabupaten Sampang. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kabupaten 

Sampang Tahun 2018 adalah sebagai berikut. 

 

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak 

daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan 

pendapatan daerah di Kabupaten Sampang Tahun 2018, terdapat tiga arah 

kebijakan utama, antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai 

dengan kondisi perekonomian; 

2. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendorong 

investasi daerah; 

3. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib 

retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. 

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan 

daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) 

adalah sebagai berikut. 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi 

pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak 

ketiga; 

b. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan 

wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. 
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2. Dana Perimbangan 

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan 

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, 

DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Sedangkan DAU pemerintah telah 

menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau 

dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada 

program yang sangat prioritas.  

3. Lain – Lain Pendapatan yang Sah 

a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari 

Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil 

pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.  

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam 

mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan 

dengan: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan 

mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta 

kepuasan masyarakat;  

b. Meningkatkan kualitas SDM (aparat daerah), khusunya yang 

berkaitan dengan pemungutan PAD; 

c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta; 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. 

2. Upaya untuk meningkatkan Dana Perimbangan dilakukan dengan 

meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur 

dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH; 

3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

dilakukan melalui: 

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat 

mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian 

dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang 

diperoleh Kabupaten Sampang; 
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b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kabupaten 

Sampang dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur secara intensif. 

 

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya 

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, belanja 

daerah dikelompokkan menjadi 2, yakni belanja langsung dan belanja tidak 

langsung.  

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk 

menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang 

jelas, baik orientasi output maupun outcomenya. Arah kebijakan belanja 

daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 disusun untuk mendukung tujuan 

pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang 

Tahun 2013 – 2018 maupun tujuan nasional. Pengelolaan belanja daerah 

Kabupaten Sampang tahun 2018, didasarkan pada tiga kebijakan utama, 

antara lain sebagai berikut. 

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai 

prioritas daerah (money follow program prioritas); 

2. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur 

publik yang berkualitas; 

3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja 

variabel secara terukur dan terarah. 

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-

masing komponen sebagai berikut: 

1. Belanja Tidak Langsung 
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a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 0,45 persen dari 

anggaran tahun 2017 dengan mempertimbangkan besarnya 

tunjangan dan tambahan penghasilan PNSD serta adanya beban 

belanja untuk tambahan PNSD dari Dinas Kesehatan; 

b. Kebijakan belanja hibah di arahkan kepada hibah kepada: (i) 

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat (untuk pengamanan 

wilayah rawan konflik, Pilkada serentak, dan saber pungli); (ii) 

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Ormas Berbadan Hukum 

Indonesia (bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan 

pemerintahan); serta Belanja Hibah Kepada Ormas Berbadan 

Hukum Indonesia yang difokuskan untuk saranan pendidikan; dan 

(iii) belanja pemilu yang diperuntukkan pada KPU dan Panwaslu; 

c. Alokasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk bantuan kepada: 

(i) organisasi sosial kemasyarakatan (bantuan sosial kepada 

individu/keluarga dan bantuan sosial kepada individu/keluarga 

yang tidak direncanakan) yang bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dengan tetap 

memperhatikan peraturan yang berlaku; (ii) Belanja Bantuan Sosial 

Kepada Lembaga Non Pemerintah (lembaga perekonomian dan 

lembaga sosial); 

d. Belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota 

dan pemerintahan desa dialokasikan dalam rangka penguatan 

keuangan desa terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah 

sesuai dengan proporsi desa penghasil; 

e. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan 

untuk memperkuat keuangan pemerintahan desa sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. 

Alokasi belanja tersebut dipergunakan untuk: (i) bantuan keuangan 

kepada desa berupa Dana Desa (DD) Pusat dan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Daerah; (ii) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 
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f. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diperkirakan 

sebelumnya. 

 

2. Belanja Langsung 

a. Alokasi belanja disesuikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa sampai dengan 

kabupaten yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat; 

b. Belanja Langsung digunakan untuk mendanai program dan 

kegiatan berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, yang 

terangkum pada masing-masing OPD; 

c. Penggunaan belanja diarahkan dalam mendukung sasaran dan 

prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 serta pencapaian visi 

dan misi pembangunan Kabupaten Sampang. 

 

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi 

keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan 

surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang 

dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan 

daerah di Kabupaten Sampang tahun 2018 terdiri atas tiga kebijakan utama. 

Kebijakan tersebut antara lainsebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan 

diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan 

daerah maupun sisa penghematan belanja; 

2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, 

efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas; 
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3. Peningkatan pembiayaan non-APBD melalui kerjasama dengan pihak 

swasta, melalui Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya 

sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Disisi lain, 

kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan 

prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak 

swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa 

tercover oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada 

sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan. 

 

 

 

 


